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RINGKASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum 
tersangka dalam proses penyidikan dan perlindungan hukum tersangka dalam batas 

waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia. Penelitian dalam 

tesis ini menggunakan metode hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang(statute approach) dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach).  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa KUHAP telah menjabarkan 

ketentuan-ketentuan yang menjadi hak tersangka dan upaya perlindungan hukum 
bagi tersangka menurut Hak Asasi manusia. Namun kewenangan yang diberikan 

KUHAP terhadap penyidik member keleluasaan kewenangan kepada Penyidik, 

dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan 

keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-
rumusan sebelumnya.  

Interprestasi kewenangan sepenuhnya ada di penyidik. Dan dalam proses 

penyidikan tidakterdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu maksimal 
penetapan status tersangka mulai dari penyidikan sampai pelimpahan perkara 

kepersidangan, sehingga status tersangka tergantung pada proses penyidikan. 

Keleluasaan kewenangan penyidik dan tidak adanya batas waktu dalam penetapan 
tersangka menyebabkan ketidak pastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 

28G Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak Asasi Manusia dengan status 

tersangka pidana umum. 

 
Kata Kunci: Ketidak pastian Hukum, Jangka Waktu, StatusTersangka. 
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ABSTRAK 

 

This study aims to determine how the legal position of suspects in the 
process of investigation and protection of the suspect's law within the deadline of 

investigation of general crimes under human rights. The research in this thesis uses 

normative legal method. The approach used in this research is the statute approach 

and conceptual approach. 
Based on the results of research shows that the Criminal Procedure Code 

has elaborated provisions that are the rights of suspects and legal protection efforts 

for suspects according to Human Rights. However, the authority provided by the 
Criminal Procedure Code against the investigator shall have the authority to the 

Investigator, on the grounds that the action is a necessary action and still in 

accordance with the authority as stipulated in the previous formulations. 

Interpretation of authority is fully in the investigator. And in the process of 
investigation there is no provision that regulates the maximum deadline for the 

determination of suspect status from the investigation to the abrogation of court 

cases, so the status of the suspect depends on the investigation process. The 
discretionary authority of the investigator and the absence of a time limit in the 

determination of the suspect caused the legal uncertainty guaranteed in Article 28D 

and 28G of the 1945 Constitution on Human Rights with the status of a general 
criminal suspect. 

  

Keywords: Legal Uncertainty, Duration, Suspect Status. 
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